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Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial 

COVID-19 dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst menimbulkan 

persoalan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

Juliari P. Batubara. Tindak pidana dilakukan saat masyarakat berada dalam kondisi 

rentan akibat pandemi, sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memungkinkan pidana 

mati bagi korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbedaan kondisi 

tersebut menimbulkan persoalan mengenai bobot keadaan yang perlu 

diperhitungkan dalam pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pertimbangan hakim serta akibat hukum dan implikasinya terhadap pelaku dan 

masyarakat dalam pengelolaan bantuan sosial pada masa pandemi COVID-19. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan sifat 

deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi 

kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan Juliari P. 

Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana Pasal 12 huruf b jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 (dua belas) tahun, denda 

Rp500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan, uang pengganti 

Rp14.597.450.000,00, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik 

selama 4 (empat) tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Berdasarkan 

analisis penelitian, pidana penjara tersebut perlu diperberat sebesar 1/3 dari pidana 

yang dijatuhkan sehingga menjadi 16 (enam belas) tahun. Pemberatan tersebut 

didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai Menteri Sosial, pola penerimaan fee 

yang dilakukan secara berulang, besarnya keuntungan yang diperoleh, serta 

perbuatan yang dilakukan ketika masyarakat sedang menghadapi pandemi COVID-

19 dan sangat membutuhkan bantuan sosial. Keadaan tersebut menunjukkan bobot 

kesalahan dan dampak sosial yang perlu diberikan pertimbangan lebih besar dalam 

penjatuhan pidana. 

Kesimpulannya, pertimbangan hakim telah memiliki dasar yuridis dalam 

membuktikan Pasal 12 huruf b dan menjatuhkan pidana penjara, denda, uang 

pengganti, serta pencabutan hak politik. Namun, keadilan substantif juga perlu 

mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan meringankan serta dampak 

sosial terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan pengadaan bantuan sosial 

dan pedoman pemidanaan dalam keadaan darurat perlu diperkuat untuk menjamin 

kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepercayaan publik. 
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